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LAPORAN AKHIR PENGAWASAN 

TAHAPAN PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI REMBANG 

PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024 

 

BAB I 
PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten 

Rembang merupakan lembaga penyelenggara pemilu yang bertugas 

melaksanakan pengawasan pemilu di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam 

melaksanakan pengawasan pencalonan, Bawaslu Kabupaten 

Rembang telah melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait 

termasuk KPU Kabupaten Rembang. Pengawasan yang dilakukan 

Bawaslu Kabupaten Rembang berpedoman pada regulasi yang 

mengatur tentang tahapan pencalonan Anggota DPRD 

Kabupaten/Kota. 

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia telah menetapkan 

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang 

Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota. Tahapan pencalonan dimulai dari 5 

Mei 2024 sampai dengan 19 Agustus 2024 untuk pasangan calon 

perseorangan dan 24 Agustus sampai dengan 23 September 2024 

untuk pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau gabungan 

Partai Politik.  

Berdasarkan pengawasan Bawaslu Rembang, di Kabupaten 

Rembang tidak terdapat calon perseorangan yang mendaftar ke KPU 

Kabupaten Rembang. Sehingga tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil 

Bupati Rembang berkaitan dengan pengumuman pendaftaran 

pasangan calon, pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan 
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calon, dan penetapan pasangan calon. Pengumuman pendaftaran 

pasangan calon meliputi pengumuman di papan pengumuman kantor, 

media sosial dan website resmi KPU Kabupaten Rembang. 

Pendaftaran dan penelitian persyaratan pasangan calon meliputi 

pendaftaran pasangan calon, pemeriksaan kesehatan, penelitian 

persyaratan administrasi pasangan calon,  pemberitahuan hasil 

penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU Kabupaten/Kota, 

perbaikan dan penyerahan perbaikan persyaratan administrasi calon 

dan pengajuan calon pengganti oleh partai politik peserta pemilu atau 

gabungan partai politik peserta pemilu dan/atau pasangan calon 

perseorangan kepada KPU Kabupaten/Kota, penelitian perbaikan 

persyaratan administrasi calon dan penelitian dokumen syarat calon 

pengganti oleh KPU Kabupaten/Kota, pemberitahuan dan 

pengumuman hasli penelitian persyaratan administrasi calon oleh KPU 

Kabupaten/Kota, masukan dan tanggapan masyarakat terhadap 

keabsahan persyaratan pasangan calon, klarifikasi atas masukan dan 

tanggapan masyarakat terhadap keabsahan persyaratan pasangan 

calon. Sedangkan penetapan pasangan calon meliputi penetapan 

pasangan calon serta pengundian dan pengumuman nomor urut 

pasangan calon. 

Berdasarkan hal diatas, Bawaslu Kabupaten Rembang sesuai 

dengan Pasal 30 huruf a  Undang-Undang 10 Tahun 2016 tentang 

Pemilihan perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 

tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang 

nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota 

menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa Bawaslu 

Kabupaten/Kota bertugas mengawasi tahapan penyelenggaraan 

Pemilihan yang meliputi angka (3) pencalonan yang berkaitan dengan 

persyaratan dan tata cara pencalonan dan angka (4) proses dan 

penetapan calon. 

Selain Undang-Undang, dasar hukum Pengawasan Pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang diatur dalam Peraturan Badan 
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Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang 

Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali 

kota. 

  

B. Tujuan Laporan 

Penyusunan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024  

ini bertujuan : 

1. Menyampaikan laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 

2024  sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 pasal 23 angka (1) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-

Undang yang menyatakan bahwa “Pengawasan terhadap 

penyelenggaraan Pemilihan dilaksanakan oleh Bawaslu Provinsi, 

Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan 

Pengawas TPS”. 

2. Memberikan gambaran hasil Pengawasan pada setiap tahapan dan 

subtahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

pemilihan serentak tahun 2024 

3. Sebagai upaya merefleksikan proses perjalanan pengawasan pada 

tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

pemilihan serentak tahun 2024. 

4. Sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pengawasan 

pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada pemilihan 

serentak tahun 2024. 

5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas kerja 

pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Rembang. 

 

C.  Landasan Hukum 
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1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi 

Undang-Undang; 

2. UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi 

Undang-Undang; 

3. PKPU Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024; 

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 

tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil 

Wali Kota. 

 

D.  Sistematika Laporan 

Laporan akhir pengawasan tahapan pencalonan Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang pada pemilihan serentak tahun 2024  di 

Kabupaten Rembang ini terdiri dari : 

1. PENDAHULUAN 

Bagian pendahuluan ini terdiri dari : 

a. Gambaran Umum 

b. Tujuan Laporan 

c. Landasan Hukum 

d. Sistematika Laporan 

2. PELAKSANAAN PENGAWASAN 

Bagian pelaksanaan pengawasan ini terdiri dari : 

1. Pelaksanaan Pengawasan tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 
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a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP  

b. Perencanaan Pengawasan  

2. Kegiatan Pengawasan dalam tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024:  

a. Pencegahan 

b. Aktivitas Pengawasan  

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 

a. Hasil pengawasan lainnya dan temuan 

b. Rekomendasi / saran perbaikan secara tertulis hasil    

    pengawasan: 

1. Jumlah saran perbaikan yang dikeluarkan di tingkat 

kabupaten dan kecamatan; 

2. Jumlah saran perbaikan yang ditindaklanjuti baik di 

tingkat kabupaten dan kecamatan; 

3. Jumlah saran perbaikan yang tidak ditindaklanjuti 

baik di tingkat kabupaten dan kecamatan 

c. Tindaklanjut rekomendasi: 

1. Tindak lanjut atas saran perbaikan yang 

ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten; 

2. Tindak lanjut atas saran perbaikan yang tidak 

ditindaklanjuti oleh jajaran KPU kabupaten 

4. Sengketa proses pemilihan 

5. Dinamika dan permasalahan tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024; 

6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

3. PENUTUP 



7 
 

Bagian penutup ini terdiri dari : 

a. Kesimpulan 

b. Rekomendasi 

4. LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Lampiran ini memuat dokumen pendukung seperti surat 

edaran/instruksi pengawasan, rekomendasi saran perbaikan, 

Surat Keputusan KPU/ Berita Acara, serta foto atau link video 
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BAB II 

PELAKSANAAN PENGAWASAN 

 

1. Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pencalonan Pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 

a. Kerawanan-Kerawanan dan IKP 

1) Jumlah peserta pemilihan 

Dalam sudut pandang IKP semakin banyak jumlah 

peserta Pemilihan akan semakin tinggi potensi kerawanan 

pada dimensi penyelenggaraan dan kontestasi. Pada 

dimensi penyelenggaraan pelaksanaan kampanye potensi 

kerawanan muncul seperti kasus pelanggaran jadwal 

kampanye, adanya kampanye hoax di media sosial, 

ujaran kebencian di tempat umum dan di media sosial, 

dan pelanggaran politik uang. Selain itu, bertambahnya 

peserta Pemilihan juga meningkatkan kerawanan pada 

dimensi penyelenggaraan Pemilihan seperti meningkatnya 

potensi laporan pelanggaran administrasi dan pengajuan 

sengketa proses Pemilihan terutama pada tahapan 

pencalonan dan tahapan kampanye. 

2) Netralitas penyelenggara pemilu dalam tahapan    pemilu 

berikutnya 

 Langkah antisipasi dalam menjaga netralitas dalam 

pelaksanaan tahapan pemilu hendaknya menjadi prioritas 

kerja utama baik bagi KPU maupun Bawaslu beserta 

seluruh jajarannya. Kontrovesi atas pelaksanaan tahapan 

verifikasi partai politik tidak boleh terulang untuk tahapan 

pemilu selanjutnya. Berdasarkan data post-factum yang 

dikumpulkan oleh IKP, pada tingkat kabupaten/kota 

sebanyak 271 daerah memiliki masalah terkait dengan 

aduan dugaan pelanggaran kode etik baik yang dilakukan 
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oleh KPU maupun Bawaslu. Semantara pada tingkat 

Provinsi, 9 daerah menyatakan ada persolan yang sama. 

3) Polarisasi masyarakat dan dukungan politik 

Potensi masih kentalnya polarisasi di masyarakat 

terkait dukungan politik tetap harus menjadi perhatian 

untuk menjaga kondusifitas dan stabilitas selama tahapan 

pemilihan umum berjalan. Politisasi SARA potensial 

digunakan untuk menaikkan atau menurunkan 

elektabilitas peserta pemilu. Politisasi SARA dibungkus 

dengan pemberian informasi yang tidak benar dan 

disebarkan tanpa melakukan konfirmasi dan pengecekan. 

4) Penggunaan media sosial untuk kontestasi 

Intensitas penggunaan media sosial yang makin 

meningkat, tentu membutuhkan langkah-langkah mitigasi 

secara khusus untuk mengurangi dampak politik dan 

kerawanan yang terjadi dari dinamika politik di dunia 

digital. 

5) Pemenuhan hak memilih dan dipilih untuk perempuan    

   dan kelompok rentan 

 Pemenuhan hak memilih dan dipilih tetap harus 

dijamin sebagai bagian dari upaya melayani hak-hak 

warga negara, terutama dari kalangan perempuan dan 

kelompok rentan. 

 

b. Perencanaan Pengawasan 

1) Membentuk Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan 

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam 

pengawasan tahapan pencalonan telah membentuk tim 

fasilitasi pengawasan pencalonan yang tertuang dalam 

surat keputusan (SK) tugas pengawasan pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dengan 

nomor: 703/HK.01.01/K.JT-22/05/2024 tentang Tim 
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Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 tanggal 7 Mei 2024 

dan diubah kembali dengan surat Keputusan nomor: 

890/HK.01.01/K.JT-22/06/2024 tanggal 10 Juni 2024 

dikarenakan ada penggantian personil Tim Fasilitasi 

Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Tahun 2024. 

2) Menyusun Jadwal Pengawasan Pencalonan   

Bawaslu Rembang menyusun jadwal pengawasan 

pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 

2024 agar pengawasan lebih efektif, mengingat jumlah 

personel yang terbatas.  

 

2. Kegiatan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 

a. Pencegahan 

Bawaslu Kabupaten Rembang dalam Tahapan Pencalonan 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah 

melakukan upaya pencegahan dengan mengirimkan surat 

imbauan sebagaimana yang tercantum dalam tabel di bawah 

ini. 

Tabel 1.1 

No Nomor Surat 
Tanggal 

Surat 

Instansi yang 

dituju 

1 

 

978/PM.01.05/K.JT-

22/07/2024 

9 Juli 2024 KPU 

Kabupaten 

Rembang 

2 1111/PM.01.05/K.JT-

22/08/2024 

19 Agustus 

2024 

KPU 

Kabupaten 

Rembang 



11 
 

  

  

3 1345/PM.01.05/K.JT-

22/09/2024 

21 September 

2024 

KPU 

Kabupaten 

Rembang 
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b. Aktivitas Pengawasan 

1) Pengawasan Tahapan Pendaftaran Pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 

melalui Jalur Perseorangan dan Partai Politik 

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan 

Umum Kabupaten Rembang Nomor 1021 Tahun 2024 

Tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat 

Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 

2024, pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang Tahun 2024 melalui jalur perseorangan 

dibuka mulai tanggal 8 – 12 Mei 2024. Dibuka mulai 

pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 23.59 WIB.  

Dengan syarat minimal dan persebaran dukungan 

sebanyak 42.356 (empat puluh dua ribu tiga ratus 

lima puluh enam) dukungan dan sebaran minimal 

sebanyak 8 (delapan) kecamatan. 

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan 

pengawasan melekat dalam tahapan pencalonan 

perseorangan mulai dari tanggal 8 Mei 2024 sampai 

dengan 12 Mei 2024 sampai pukul 23.59 WIB. 

Dengan hasil tidak ada yang mendaftar melalui jalur 

perseorangan.  

Kemudian pendaftaran pencalonan Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 melalui jalur 

partai politik berdasarakan Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 1357 

Tahun 2024 Tentang Pedoman teknis Pendaftaran, 

Penelitian persyaratan Administrasi Calon dan 

Penetapan Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati 

dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 dibuka 

tanggal 27 – 29 Agustus 2024, dengan ketentuan 
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yang dapat mendaftarkan pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 adalah partai 

politik atau gabungan partai politik yang memeroleh 

suara sah paling sedikit 35.464 suara pada Pemilu 

Tahun 2024. 

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan 

pengawasan melekat pendaftaran Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Pada hari 

pertama, tidak ada bakal pasangan calon yang 

mendaftar. Begitu juga pada hari kedua tidak ada 

bakal pasangan calon yang mendaftar. 

Sedangkan pada hari ketiga tepatnya tanggal 

29 Agustus 2024, terdapat dua bakal pasangan calon 

yang mendaftar, yaitu: 

a) Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang yang mendaftar pertama adalah 

pasangan H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies 

Cholil Barro'. Mendaftar pada hari kamis tanggal 

29 Agustus 2024 pada pukul 19.30 WIB. Bersama 

dengan partai pendukung yaitu Partai Demokrat, 

Partai Hanura, Partai Golkar, Partai Gerindra, 

PAN, PSI dan Partai Gelora. Dengan jumlah 

dukungan suara sah Pemilu Tahun 2024 

gabungan partai politik sebanyak 138.575 suara. 

Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas 

syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten 

Rembang menyatakan berkas bakal pasangan 

calon H. Harno, S.E. dan Mochamad Hanies 

Cholil Barro' lengkap dan diterima. 

b) Bakal pasangan calon kedua yang mendaftar 

adalah Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan 

Zaimul Umam NS. Mendaftar pada hari kamis 
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tanggal 29 Agustus 2024 pukul 22.08 WIB. 

Bersama dengan partai pendukung yaitu PDIP, 

PPP, Partai Nasdem, dan PKB. Dengan jumlah 

dukungan suara sah Pemilu Tahun 2024 

gabungan partai politik sebanyak 258.390 suara. 

Setelah melalui pengecekan dan verifikasi berkas 

syarat calon dan pencalonan, KPU Kabupaten 

Rembang menyatakan berkas bakal pasangan 

calon Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan 

Zaimul Umam NS dinyatakan lengkap dan 

diterima. 

 

Gambar 1.1 
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Gambar 1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bawaslu Kabupaten Rembang membuat posko 

aduan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang Tahun 2024. 

Gambar 1.3 
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2) Pengawasan Tahapan Verifikasi Administrasi dan 

Faktual Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang Tahun 2024. 

Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan 

pengawasan melekat pengawasan tahapan 

verifikasi administrasi dan faktual. Diantaranya 

melakukan pengawasan pengecekan dan verifikasi 

berkas syarat calon dan pencalonan dan verifikasi 

faktual keabsahan ijazah pasangan calon. Bawaslu 

Kabupaten Rembang bersama KPU Kabupaten 

Rembang melakukan verifikasi faktual di 

Universitas Bojonegoro, UGM Yogyakarta, SMA 

Yapti Godong Grobogan dan SMA 1 Teladan 

Yogyakarta. Tujuan dari verifikasi faktual untuk 

memastikan para bakal pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 telah 

menempuh Pendidikan dan lulus di tempat 

tersebut. Hasil dari pengawasan verifikasi 

administratif dan verifikasi faktual adalah 

dinyatakan lengkap dan benar. 

    

Gambar 1.4 
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Gambar 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) Pengawasan Tahapan Pemeriksaan Kesehatan 

Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang Tahun 2024. 

Tahapan pemeriksaan kesehatan bakal 

pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Rembang 

Tahun 2024 dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 

sampai 1 September 2024. pemeriksaan kesehatan 
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fisik tanggal 31 Agustus 2024 pukul 13.00 WIB - 

Selesai dan pemeriksaan laborat dilaksanakan 

tanggal 1 September 2024 pukul 06.00 WIB – 

Selesai. Pengawasan tersebut bertujuan untuk 

memastikan bahwa pemeriksaan kesehatan bakal 

calon dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan 

ketentuan yang berlaku, menjamin tidak adanya 

intervensi dari pihak manapun yang dapat 

mempengaruhi hasil pemeriksaan dan menjaga 

integritas dan transparansi proses pemeriksaan 

Kesehatan. Hasil pengawasan dituangkan dalam 

formulir hasil pengawasan. 

Gambar 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Pengawasan Tahapan Penetapan Pasangan Calon 

dan Pengundian Nomor Urut. 

Penetapan bakal pasangan calon menjadi 

pasangan calon ditetapkan oleh Keputusan Komisi 

Pemilihan Umum Kabupaten Rembang nomor 

1362 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan 

Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 
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Rembang Tahun 2024 tanggal 22 September 2024. 

Menetapkan pasangan H. Harno, S.E. dan 

Mochamad Hanies Cholil Barro' serta pasangan 

Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. dan Zaimul 

Umam NS sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang Tahun 2024. 

Tanggal 23 September 2024, dilakukan 

pengundian nomor urut pasangan calon Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang Tahun 2024. Bawaslu 

melakukan pengawasan melekat kegiatan tersebut. 

Pasangan Vivit Dinarini Atnasari, S. Farm., Apt. 

dan Zaimul Umam NS mendapat nomor urut 1 

sedangkan pasangan H. Harno, S.E. dan 

Mochamad Hanies Cholil Barro' mendapat nomor 

urut 2. Hasil pengawasan dituangkan dalam form 

laporan hasil pengawasan. 

       Gambar 1.8 
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Gambar 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Hasil-Hasil Pengawasan dalam tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 

Secara umum kegiatan tahapan pencalonan pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak 

Tahun 2024 sudah sesuai dengan pedoman teknis dan 

peraturan perundang-undangan. Dan tidak ada temuan 

pelanggaran dalam tahapan pencalonan pencalonan Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024. 

 

4. Sengketa Proses Pemilihan 

Selama proses tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, tidak terdapat 

permohonan sengketa proses pemilihan ke Bawaslu Kabupaten 

Rembang. 

 

5. Dinamika dan permasalahan tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 
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Bawaslu Kabupaten Rembang sebagai lembaga utama 

pengawasan Pemilihan, melakukan pengawasan setiap tahapan 

pencalonan mulai dari pengumuman, pendaftaran, verifikasi 

dokumen, penetapan pasangan calon, hingga pengundian nomor 

urut pasangan calon. Pengawasan pada setiap tahapan tentu 

dihadapkan pada berbagai dinamika dan permasalahan yang 

muncul dari jajaran internal maupun eksternal. Akan tetapi, 

berkat komitmen dan komunikasi dua arah dengan berbagai 

pihak, permasalahan-permasalahan yang muncul pada tahapan 

pengawasan pencalonan dapat diselesaikan dengan baik. 

a) Permasalahan Internal 

Tantangan internal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten 

Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan adalah 

terbatasnya jumlah personal terutama divisi HPS yang hanya 

memiliki satu staf pelaksana teknis. Kendala ini tentu lebih 

berat dengan banyaknya undangan rapat koordinasi dari 

Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu RI.  

b) Permasalahan Eksternal 

Tantangan eksternal yang dihadapi Bawaslu Kabupaten 

Rembang dalam pengawasan tahapan pencalonan berkaitan 

dengan kendala non teknis. Diantaranya terbatasnya akses 

silonkada yang diberikan oleh KPU Kabupaten Rembang 

sehingga pengawasan terhadap persyaratan administrasi 

bakal calon kurang maksimal. Akan tetapi, setelah membuat 

surat permohonan akses silonkada ke KPU Kabupaten 

Rembang, akhirnya Bawaslu Kabupaten Rembang diberikan 

akses yang lebih maksimal. Permintaan data persyaratan 

calon juga sempat ditangguhkan dengan alasan informasi 

yang dikecualikan. Namun akhirnya KPU Kabupaten 

Rembang memberikannya ke Bawaslu Kabupaten Rembang. 

Tantangan lainnya berkaitan dengan keamanan karena 

waktu pendaftaran dari kedua bakal pasangan calon hampir 
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bersamaan sehingga berpotensi menimbulkan gesekan antar 

pendukung. Situasi ini sudah dimitigasi sebelumnya dengan 

koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Rembang, KPU 

Kabupaten Rembang dan Polres Rembang. Sehingga pada 

saat pendaftaran bakal pasangan calon berlangsung 

kondusif. Sedangkan perwakilan bakal pasangan calon 

melalui Liaison Officer (LO) masing-masing bersikap 

kooperatif sehingga sangat membantu mewujudkan kondisi 

yang kodusif pada tahapan pencalonan. 

 

6. Evaluasi pelaksanaan pengawasan tahapan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 

Tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada 

Pemilihan Serentak Tahun 2024 sudah berjalan cukup baik. 

Akan tetapi ada hal – hal yang perlu untuk menjadi perbaikan ke 

depan. Diantaranya regulasi yang selalu berubah. Aturan 

mengenai tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati 

dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 

2024 perlu diperjelas sejak awal. Sebab, munculnya surat 

edaran-surat edaran yang bermunculan di akhir-akhir tahapan 

menjadikan kurangnya kepatuhan terhadap asas kepastian 

hukum. Akses Silonkada juga harus diberikan secara penuh agar 

pengawasan dapat dilakukan secara maksimal. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Dalam laporan tahapan pengawasan Pencalonan Pencalonan 

Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 

2024 ini, Bawaslu Kabupaten Rembang melakukan pengawasan 

melekat terhadap kegiatan pelaksanaan tersebut. 

Adapun kerawanan-kerawanan yang mungkin terjadi pada 

tahapan ini Bawaslu Kabupaten Rembang mengantisipasinya 

dengan pengawasan langsung dan secara melekat turun ke 

lapangan walaupun dengan keterbatasan personil di internal 

Bawaslu Kabupaten Rembang sendiri.. 

Serta memberikan surat imbauan dan surat saran perbaikan 

ke KPU Kabupaten Rembang agar ditindak lanjuti apa-apa yang 

perlu diperbaiki dan dicegah, agar pelaksanaan tahapan 

pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 berjalan dengan 

lancar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Dalam proses pengawasan tahapan ini, Bawaslu Kabupaten 

Rembang banyak sekali dinamika yang dihadapi mulai dari 

terbatasnya personil pengawasan, banyaknya kegiatan sosialisasi 

dan juga rapat-rapat koordinasi yang dilakukan Bawaslu Provinsi 

Jawa Tengah dengan mengundang Bawaslu Kabupaten/Kota. 

Adapun kelemahan Bawaslu Kabupaten Rembang pada saat 

pengawasan pencalonan tidak diberikan data mana-mana saja yang 

digunakan oleh KPU Kabupaten Rembang untuk verifikasi 

administrasi persyaratan calon dan pencalonan namun pada 

akhirnya setelah memberikan surat permohonan data syarat calon 

dan pencalonan, KPU Kabupaten Rembang pada akhirnya 

memberikan. Selain itu juga tidak bisa memantau Silonkada secara 

leluasa, sehingga tidak bisa memantau secara langsung mana yang 
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diberikan status memenuhi syarat dan mana saja yang tidak 

memenuhi syarat. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasarkan hasil pengawasan pada saat tahapan 

pengawasan Pencalonan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati 

Rembang pada Pemilihan Serentak Tahun 2024, ada beberapa 

rekomendasi yang perlu dilakukan meliputi:  

1. Bawaslu perlu mendesak kepada KPU agar memberikan akses 

Silonkada secara penuh, agar jajaran Bawaslu di tingkat 

kabupaten/kota bisa mencermati data mana-mana saja yang 

akan dilakukan verifikasi faktual.  

2. Aturan mengenai tahapan pengawasan Pencalonan 

Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Rembang pada Pemilihan 

Serentak Tahun 2024 perlu diperjelas sejak awal. Sebab, 

munculnya surat edaran-surat edaran yang bermunculan di 

akhir-akhir tahapan menjadikan kurangnya kepatuhan terhadap 

asas kepastian hukum.  
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LAMPIRAN  

Imbauan Pencalonan Perseorangan  
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Imbauan Pencalonan Melalui Partai Politik 

 

 

  



28 
 

  



29 
 

Imbauan Penetapan Pasangan Calon 
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SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil 

Bupati Rembang Tahun 2024 
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SK Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Bupati dan Wakil 

Bupati Rembang Tahun 2024 
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Surat Tugas Tahapan Pengawasan Pencalonan Bupati dan Wakil 

Bupati Rembang Tahun 2024  
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Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 

1362 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta 

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 

  



46 
 

  



47 
 

  



48 
 

  



49 
 

  



50 
 

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 

1363 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon 

Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2024 
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Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Rembang 
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Surat Pencalonan dan Kesepakatan Gabungan Partai Politik Peserta 

Pemilu dengan Calon Bupati dan Wakil Rembang 
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SK Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang 
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SK Partai Politik Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan 

Wakil Bupati Rembang 
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Syarat Calon Bupati H. Harno, S.E 
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Syarat Calon Mochammad Hanies Cholil Barro’ 
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Syarat Calon Vivit Dinarini Atnasari, S.Farm.,Apt. 
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Syarat Calon Zaimul Umam NS 
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Pengumuman Pendaftaran Cakon Bupati dan Wakil Bupati Rembang  
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